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Penelitian ini di landasi dengan adanya Peraturan Daerah terkait Kawasan
Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau. Merokok merupakan hal yang sering kita
jumpai di Maasyarakat, hal buruk dari rokok adalah paparan asap rokok dan puntung
rokok yang berserakan. Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menjaga kesehatan
Masyarakat, menurunkan angka perokok, serta meningkatkan udara yang bersih dan
sehat.Namun, sampai saat ini masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap
Peraturan tersebut. Oleh karena hal tersebutlah penulis tertarik untuk mengangkat
suatu penelitian tentang efektivitas penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok
di Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran
Pemerintah dan Masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kefektifan
Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris,
dengan menggunakan fakta-fakta empiris melalui pendekatan analitis. Dalam
pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah melalui proses
pengecekan, klasifikasi, verifikasi dan hingga akhirnya data tersebut dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa peran
Pemerintah dan peran Masyarakat sangatlah penting dalam penerapan Peraturan
Daerah Kawasan Tanpa Rokok agar berjalan efektif. Namun, sampai saat ini
Peraturan tersebut tidak berjalan efektif, diantaranya karna faktor-faktor berikut:
Kurangnya sosialisasi/penyebarluasan informasi oleh Pemerintah, minimya minat
baca Masyarakat terhadap Peraturan, rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap
Peraturan, pelanggaran yang terjadi di Pemerintahan, serta belum pernah
diterapkannya sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini yang
menyebabkan ketidakefektifan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut.





